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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul PKN 

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Arti pentingnya Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro bagi penyelenggaraan pemerintahan sejalan juga dengan tingginya 

harapan masyarakat terutama untuk UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

berperan penting dalam membantu menyalurkan program bantuan atau untuk 

permodalan pelaku UMKM. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud, maka 

instansi pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu memiliki 

pengendalian internal yang baik di setiap bidangnya. Pengendalian internal yang 

baik sangat penting agar tercipta tujuan yang diinginkan. 

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

membantu sebuah organisasi atau instansi pemerintah untuk mencapai tujuannya 

masing-masing. Menurut Sopian & Suwartika (2019), pengendalian internal 

berguna untuk mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

(kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan). Menurut Ismail & Sudarmadi 

(2019), bahwa sistem pengendalian internal terjalin dengan aktifitas operasional, 

dan akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur, untuk 

kemudian menjadi bagian yang palian esensial dari perusahaan. 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember telah melakukan 

bimbingan teknis sistem pengendalian internal pada tahun 2021. Bimbingan teknis 

(bimtek) sistem pengendalian internal ini ditujukan bagi pengurus dan pengawas 

koperasi. Dilakukannya bimbingan teknis sistem pengendalian internal sangat 

penting terutama bagi pengurus dan pengawas koperasi di Kabupaten Jember agar 

koperasi tetap akuntabel dan kredibel dalam pengelolaannya. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari akuntabel adalah dapat 

dipertanggungjawabkan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel, diakses  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel


2 

 

 

 

pada tanggal 16 Mei 2023). Sedangkan arti dari kredibel adalah dapat dipercaya 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredibel, diakses pada tanggal 16 Mei 2023).  

Menurut Harared & Heriyanto (2022), pengendalian internal merupakan 

suatu proses atau kerangka kerja yang dirancang dan melibatkan semua komponen 

dalam organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Puspa & Prasetyo 

(2020), Implementasi SPIP di instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk 

adanya proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban 

secara efektif, efisien dan terkendali. Implementasi sistem pengendalian internal 

pemerintah bertujuan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan 

transparan baik pada pemerintah pusat dan daerah. 

Pencapaian organisasi pada Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember dalam memutuskan suatu kebijakan manajemen perlu 

didukung oleh pengendalian internal, hal ini dikarenakan apabila tidak terdapat 

pengendalian internal yang ideal akan berdampak pada hilangnya perkembangan 

organisasi dan tidak berjalan secara efektif. Maka dari itu dengan dilakukannya 

pengendalian internal, Bidang Pembiayaan berharap bahwa semua rancangan atau 

rencana kinerja dapat tercapai sesusai dengan metode, prosedur serta tanggung 

jawab yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih memahami tentang 

pengendalian internal pada Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember, praktik kerja nyata ini mengambil judul 

“PENGENDALIAN INTERNAL PADA BIDANG PEMBIAYAAN DI DINAS 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER”

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredibel
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1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN 

1.2.1 Tujuan PKN 

a. Mengetahui dan memahami pengendalian internal pada Bidang 

Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; 

b. Membantu kegiatan pada Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Jember; 

1.2.2 Kegunaan PKN 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mengukur kemampuan diri melalui penerapan teori yang telah dipelajari 

pada masa kuliah; 

2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk membentuk kualitas diri 

yang lebih baik; 

3) Melatih agar lebih disiplin dalam kehidupan dunia kerja; 

4) Meningkatkan kemampuan dan daya tangkap dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Sebagai saranan pengenalan Pendidikan Universitas Jember Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Akuntansi kepada instansi atau 

perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan 

oleh Universitas Jember; 

2) Sebagai sarana kerjasama antar instansi dengan Universitas Jember; 

3) Meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan melalui pengalaman 

Praktik Kerja Nyata (PKN). 

c. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

1) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara instansi dan 

Universitas Jember, khususnya mengenai rekruitmen tenaga kerja; 

2) Sebagai media pengenalan kepada mahasiswa Universitas Jember untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait instansi tersebut. 
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1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan PKN 

1.3.1 Obyek PKN 

Obyek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yaitu 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Karimata 

No. 115, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa 

Timur 68121. Melakukan Praktik Kerja Nyata secara langung di Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mengenai prosedur akuntansi pemberian 

kredit. 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN 

Jangka waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dimulai pada tanggal 27 

Februari 2023 – 23 Juni 2023 atau minimal 272 jam kerja efektif, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi Diploma III Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember.  

Berikut jam kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember: 

Tabel 1.1 Jam Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

Jam Kerja Normal  Jam Kerja Saat Ramadhan 

Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB  Senin – Kamis 08.00 – 15.00 WIB 

Jum’at 08.00 – 15.00 WIB  Jum’at 08.00 – 15.30 WIB 

Istirahat 12.00 – 13.00 WIB  Istirahat 12.30 – 13.00 WIB 

Sabtu – Minggu  Libur  Sabtu - Minggu Libur 



5 

 

 

 

Berikut alokasi kegiatan pelaksanaan PKN di Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember: 

Tabel 1.2 Alokasi Kegiatan Pelaksanaan PKN di Dinas Koperasi dan Usaha  

Mikro Kabupaten Jember 

No 
Alokasi Kegiatan 

Pelaksanaan PKN 

Minggu Ke- Jumlah 

Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Pengenalan 

lingkungan dan 

pembagian serta 

pelaksanaan tugas 

sesuai bidang yang 

ditempati di Dinas 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten Jember 

            

112 

2 Pelaksanaan Apel             18 

 

Membuat dan 

Menyusun ppt serta 

materi untuk 

Sosialisasi Materai 

dan Media KIE 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

            

10 

3 

Sosialisasi Materai 

dan Media KIE 

Pemberdayaan 

Ekonomi  

            

19 

4 

Survey lapangan 

kegiatan bazar 

UMKM 

            

10 

5 
Sosialisasi 

Pembiayaan KUR 

            

18 
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No 
Alokasi Kegiatan 

Pelaksanaan PKN 

Minggu Ke- Jumlah 

Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 

Mengisi data 

realisasi dan 

anggaran tahun 

2009-2023 

            

27 

7 

Proses pemberian 

formular 

pendaftaran 

program KUR 

Bank Jatim di 

Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kabupaten Jember 

            

20 

8 
Membuat Surat 

Perintah Tugas 

            
13 

9 

Mencocokkan 

daftar hadir peserta 

SHAT 

            

30 

10 

Membuat dan 

mengisis informasi 

rincian perjalanan 

dinas 

            

11 

11 

Membantu mengisi 

kwitansi perjalanan 

dinas  

            

10 

Jumlah 298 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengendalian Internal 

Menurut Sugiyanto & Sumantri (2019), pengendalian internal bagian dari 

manajemen risiko yang dilaksanakan oleh setiap institusi. Pengendalian internal 

harus dilaksanakan secara konsisten dalam menjamn kesinambungan dan 

kepercayaan stakeholder. Sedangkan Menurut Yusrin dkk. (2019), pengendalian 

internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu 

organisasi mencapai suatu tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu cara 

untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 1 tentang 

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap perturan perundang-undangan. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 2 Tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

Menurut Dewi dkk. (2021), pengendalian internal merupakan bagian dari 

sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional sebuah 

perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan 

sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah 

terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sistem. Sedangkan menurut Putri & 

Endiana (2020), salah satu objek dari pengendalian internal adalah kinerja 

perusahaan dan kinerja individu di dalamnya. Pengukuran kinerja dapat 

menggunakan “input-proses-output” dengan menggunakan indikator prestasi kerja, 

kerja sama, dan tanggung jawab. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

adalah sebuah proses kegiatan operasi instansi yang memiliki hubungan dari awal 

hingga akhir untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

2.2 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Agoes (2017:162), pengendalian internal terdiri atas 5 komponen 

yang saling terkait yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Menurut Committee of 

Sponsoring Organizations of The Treadway Commision atau COSO (2013), 

komponen pengendalian internal terdiri dari beberapa komponen seperti pada 

gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Komponen Pengendalian Internal Menurut COSO 

Sumber : COSO (2013) 

Pengendalian internal dalam instansi pemerintah disebut juga dengan SPIP 

(Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Menurut Utama (2020), tujuan dari 

sistem pengendalian intern pemerintah sejalan dengan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan yang meliputi kerangka pengukuran kinerja, pencapaian sasaran 

kinerja, kegiatan dan indikator, evaluasi dan analisis sasaran kinerja, analisis 

efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas keuangan. Dalam SPIP kegiatan 

pengendalian merupakan bagian dari unsur-unsur SPIP. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 BAB II Pasal 3 Tentang Unsur Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, SPIP terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
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kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian 

intern.  

a. Lingkungan Pengendalian 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bagian Kedua Pasal 4, 

pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 

SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

1) Penegakan integritas dan nilai etika; 

2) Komitmen terhadap kompetensi; 

3) Kepemimpinan yang kondusif; 

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang 

efektif;dan 

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

b. Penilaian Risiko 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bagian Ketiga Pasal 13, 

pimpinan instansi pemrintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko 

dalam SPIP terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Analisis risiko 

dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi 

terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah serta juga dilakukannya prinsip 

kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bagian Keempat Pasal 

18 Ayat (3), kegiatan atau aktivitas pengendalian terdiri dari: 

1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; 

2) Pembinaan sumber daya manusia; 

3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

4) Pengendalian fisik atas aset; 
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5) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; 

6) Pemisahan fungsi; 

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting; 

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; dan 

10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi 

dan kejaidan penting. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bagian Kelima Pasal 41 

dan 42, informasi dan komunikasi dalam unsur SPIP dilakukan dengan: 

1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi; dan 

2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

e. Pemantauan 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Bagian Keenam Pasal 

43, pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan 

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan 

review  lainnya. 

1) Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan 

lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

2) Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan 

pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. 

3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera 

diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 

rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan. 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK PKN 

 

3.1 Sejarah Singkat Obyek 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember didirikan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 23 tahun 2005 tentang susunan organisasi 

dan tata usaha Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember adalah melaksanakan 

ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab di 

bidang perkoperasian maka dibentuk organisasi tata kerja Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Jember. 

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

a. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember  

Sudah waktunya membenahi Jember (Wes wayahe mbenahi Jember) dengan 

berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember 

b. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-

sektor unggulan dengan berdasarkan kekayaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan lingkungan lestari. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

3.2.1 Bagan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi ditujukan agar pegawai mengetahui tingkat posisi dan 

jabatannya sehingga dapat diketahui kepada siapa mereka bertanggung jawab serta 

siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi pembagian tugas 

yang kemudian dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. 
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Berikut adalah struktur organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jember : 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Jember Tahun 2023 

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 2023 

 

3.2.2 Gambaran Tugas 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro; 

2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro; 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha 

mikro; 

4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;dan 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sebagai tugas 

teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan; 

2) Setiap kelompok dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja; dan 

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Pengelola pemanfaatan barang milik daerah; 

2) Pengelola kepegawaian; dan 

3) Pengadmnistrasi umum. 

d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

1) Pengelola bahan perencanaan; dan 

2) Pengadministrasi perencanaan dan program. 

e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

1) Melaksanakan upaya pembinaan kelembagaan koperasi di bidang 

organisasi dan tata laksana hukum dan penyuluhan; 

2) Melaksanakan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan 

kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro; 

3) Menyusun pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, keterlaksanaan 

serta manajemen koperasi; 

4) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan 

Koperasi dan Usaha Mikro; 

5) Penyuluh koperasi dan pranata koperasi; 

6) Menyusun laporan pertanggung jawaban tugas sesuai dengan bidangnya; 

dan 

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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f. Bidang Produksi dan Restrukturasi Usaha 

1) Fasilitator kewirausahaan; 

2) Pengolah data; 

3) Penyusun rencana pengembangan produk skala mikro, kecil, dan 

menengah; dan 

4) Pengadministrasi sarana pengembangan usaha. 

g. Bidang Pemasaran 

1) Pengelola permodalan Koperasi dan Usaha Mikro; 

2) Pengolah data; 

3) Fasilitator promosi dan sarana pemasaran; dan 

4) Pengadministrasi sarana pengembangan usaha. 

h. Bidang Pembiayaan 

1) Pengelola permodalan Koperasi dan Usaha Mikro; 

2) Pengolah data; dan 

3) Penyusunan rencana sarana dan pengembangan usaha. 

 

3.2.3 Personalia 

Sumber daya merupakan potensi yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi, salah satunya 

adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang 

harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Jember memiliki sumber daya manusia sebanyak 34 orang dengan rincian yang 

dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Proporsi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

No Eselon Jumlah Keterangan 

a. Eselon II.b 1 Kepala Dinas 

b. Eselon III.a 1 Sekretaris 

c. Eselon III.b 4 Kepala Bidang 

d. Eselon IV.a 11 Ka Subag dan Kasi 

e. Staff 5 PNS 

f. Staff 12 THL/PTT 

Jumlah 34 

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 2023 

 

3.3 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

Kegiatan bagian yang dipilih saat Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah kegiatan  

pada Bidang Pembiayaan yang berfokus pada semua informasi di Bidang 

Pembiayaan yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan penilaian 

pengendalian internalnya. 

a. Tugas Pokok 

1) Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan 

pinjam konvensional dan syariah; 

2) Fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan koperasi, usaha mikro serta tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b. Fungsi 

1) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, 

pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan 

Rakyat serta pembiayaan non bank dan jasa permodalan; 

2) Pelaksanaan fasilitasi permodalan; 

3) Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan non bank dan jasa keuangan; 

4) Pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit; 

5) Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Perbankan dan Non Perbankan; 
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6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan usaha simpan pinjam koperasi dan 

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; 

7) Pelaksanaan administrasi Bidang Pembiayaan; dan 

8) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. 

Selain Kepala Bidang, Bidang Pembiayaan juga memiliki Seksi Fasilitasi 

Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut: 

1) Tugas Pokok 

a) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan 

koperasi, usaha mikro, mikro sekolah dan pondok pesantren; 

b) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha 

simpan pinjam; 

c) Melaksanakan fasilitasi permodalan, kemitraan/linkage program Lembaga 

Perbankan dan Non Perbankan dengan koperasi; 

d) Melaksanakan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, 

anjak piutang dan sekuritas aset koperasi; 

e) Melaksanakan fasilitasi pengembangan biaya modal penyertaan, 

penerbitan surat utang dan modal ventura koperasi; 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; 

g) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah; 

h) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kerja sama antar KSP/USP 

koperasi dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan 

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Fungsi 

a) Penyuluhan tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang pembiayaan 

usaha mikro, mikro kerajinan, mitra sekolah dan pondok pesantren; 

b) Penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan 

usaha mikro, mikro kerajinan, mitra sekolah dan pondok pesantren; 
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c) Pelaksanaan fasilitasi permodalan, kemitraan/linkage program Lembaga 

Perbankan dengan usaha mikro; 

d) Pelaksanaan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, anjak 

piutang dan sekuritasi aset usaha mikro; 

e) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, 

penerbitan surat utang dan modal ventura usaha mikro; 

f) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

g) Melaksanakan fasilitasi penguatan permodalan bantuan dan kredit dana 

pemerintah;  

h) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan permodalan usaha 

mikro; dan 

i) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. 
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BAB 4 HASIL PELAKSANAAN PKN 

 

4.1 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Hasil Praktik Keja Nyata meupakan hasil yang diperoleh selama mengikuti 

kegiatan Praktik Kerja Nyata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Jember. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke 

lapangan. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini diawali dengan peninjauan secara 

keseluruhan aktivitas kantor sekaligus pengenalan dengan karyawan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. 

Jadwal kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, dimulai pada tanggal 27 Februari 2023 

sampai 23 Juni 2023. Hal-hal yang dipelajari pada saat pelaksanaan kegiatan 

Praktik Kerja Nyata berfokus pada Bidang Pembiayaan, yaitu terkait dengan 

kegiatan fasilitasi permodalan atau pembiayaan untuk koperasi dan usaha mikro. 

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Jember adalah diadakannya pelatihan administrasi 

pelaporan laporan keuangan UMKM, sosialisasi SHAT, sosialisasi terkait 

permodalan atau pembiayaan antara lain Pembiayaan KUR untuk UMKM, 

pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM serta rapat, koordinasi, 

persiapan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembiayaan. 

 

4.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal Bidang Pembiayaan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

a. Lingkungan Pengendalian 

Komponen pertama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

yang wajib diimplementasikan pada lingkup pemerintah adalah lingkungan 

pengendalian. Kondisi lingkungan pengendalian pada Bidang Pembiayaan di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember secara umum cukup baik,  
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Bidang Pembiayan telah menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang efektif serta menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif. 

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di Bidang 

Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang dilakukan 

oleh pegawai yang kompeten dalam bidangnya masing-masing seperti adanya 

Kepala Bidang Pembiayaan dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro.  

Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

belum mempunyai struktur organisasi secara tersendiri. Bidang pembiayaan juga 

mempunyai sanksi apabila terdapat pegawai yang melanggar tata tertib. Pegawai 

yang melanggar tata tertib yang berlaku akan mendapatkan sanksi berupa 

peringatan secara lisan sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar, maka akan 

diberikan peringatan secara tertulis. 

b. Penilaian Risiko 

Komponen kedua dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

adalah Penilaian Risiko. Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jember, penilaian risiko yang sudah baik. Identifikasi risiko yang dilihat 

pada Bidang Pembiayaan yaitu pada pegawai dan pimpinan atau kepala bidang dan 

menjadi pimpinan perhatian yang lebih tinggi. Dalam analisis risiko, Bidang 

Pembiayaan harus menggunakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap selesai 

melaksanakan rencana kegiatan yang didukung dengan Surat Perintah Tugas (SPT), 

Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta melakukan dokumentasi setiap kegiatan tugas 

dan perjalanan dinas. Dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut, akan 

dilakukan verifikasi dan evaluasi untuk mengetahui apakah benar-benar terdapat 

kendala atau tidak sehingga menyebabkan rencana kerja menjadi tidak 

terealisasikan. 
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Gambar 4.1 Capaian Kinerja 

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 2023 

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi 

didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.549.972.315,- dan terserap sebesar 

Rp.12.509.658.615,- 

Sumber daya di atas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam 

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jember dengan rata-rata capaian 92% 

c. Aktivitas Pengendalian 

Komponen ketiga dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu 

Aktivitas Pengendalian. Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jember telah mengimplementasikan komponen SPIP ini dengan cukup 

baik. Adanya pembagian tugas yang sesuai serta pemisahan tugas yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan dengan Peraturan Bupati Jember No. 

21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. 

Pegawai di Bidang Pembiayaan juga akan diikutsertakan apabila terdapat 

Kegiatan Pendidikan serta Pelatihan (diklat) Berjenjang. Akan tetapi untuk kategori 

Bimbingan Teknis (bimtek), semua pegawai belum bisa mengikuti kegiatan 

tersebut. Bimbingan Teknis (bimtek) tersebut masih ditujukan untuk Kepala Bidang 

(kabid). 

d. Informasi dan Komunikasi 

Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

telah menerapkan komponen Informasi dan Komunikasi yang tepat dan baik 
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sehingga menunjang sistem pengendalian intern yang sehat. Untuk komunikasi 

antar pegawai adalah menggunakan sarana komunikasi berupa aplikasi online  

seperti group chat WhatsApp serta berkomunikasi secara lisan (tatap muka). Sarana 

komunikasi yang digunakan oleh pegawai untuk masyarakat terkait pelayanan yang 

diberikan juga sudah memadai. Penggunaan surat edaran apabila terdapat kegiatan 

kedinasan terkait pelayanan sehingga masyarakat tidak tertinggal informasi. Sarana 

komunikasi lain yang digunakan adalah berupa aplikasi online seperti group chat 

WhatsApp dan ZOOM meeting apabila kegiatan kedinasan yang berupa sosialisasi 

ataupun pelatihan dilakukan secara daring. Bidang Pembiayaan juga memiliki web 

yang bersifat terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat luas yang dapat 

memberikan informasi terkait pelayanan yang diberikan serta memberikan 

masukan terhadap kualitas pelayanan instansi tersebut. 

e. Pemantauan 

Pemantauan dilakukan untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu. 

Pemantauan pada Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik, dengan adanya model pemantauan 

berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap minggu. Aktivitas monitoring 

dari setiap tugas yang diberikan kepada pegawai dilakukan untuk mengetahui 

apakah para pegawai benar-benar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 

ataupun sebaliknya. Aktivitas monitoring berguna untuk mengetahui apakah 

pembagian tugas yang diberikan terhadap pegawai terkait pelayanan yang diberikan 

berjalan sesuai SOP yang ditentukan atau tidak. Terdapat juga Evaluasi yang 

dilaksanakan setiap minggu. Kepala Bidang Pembiayaan akan mengevaluasi 

kinerja dari pegawai yang berada di bidang tersebut yang kemudian akan dilakukan 

evaluasi ulang oleh Kepala Dinas.  

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya perlu memerhatikan 

SOP yang berlaku, salah satunya adalah pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat Atas Hak 

Tanah (SHAT). Dalam pelaksanaan tersebut, kepala Bidang Pembiayaan 

sebelumnya telah membuat rencana kerja yang didalamnya telah terdapat anggaran 

yang diperlukan dan Kepala Dinas telah mengetahui. Kepala Bidang juga membuat 
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Surat Undangan Camat untuk membantu memantau atau monitoring pelaksanaan 

kegiatan pelayanan Bidang Pembiayaan tersebut. 

 

Gambar 4.2 Rencana Kerja Bidang Pembiayaan 

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 2023 

 

Kegiatan pelayanan lain yang diberikan oleh Bidang Pembiayaan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terhadap masyarakat adalah 

Sosialisasi Pembiayaan KUR kepada Koperasi dan Usaha Mikro. Pelaksanaan 

Sosialisasi ini memerhatikan SOP yang berlaku. Saat menyerahkan surat 

pernyataan pembiayaan KUR, pihak koperasi atau usaha lain juga perlu 

melampirkan berkas lain sehingga Bidang pembiayaan dapat langsung melakukan 

pemeriksaan dan verifikasi terhadap pihak Bank. Apabila telah memenuhi standar 

maka permohonan pembiayaan tersebut akan ditolak dan apabila sudah memenuhi 

standar makan akan diproses lebih lanjut terhadap pihak Bank.  
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Permasalahan yang ,ungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan pelayanan 

tersebut berupa kredit macet yang disebabkan oleh pihak koperasi atau usaha mikro 

yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban membayarnya. Oleh karena itu 

Bidang Pembiayaan perlu melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara ketat 

terhadap koperasi dan usaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan KUR. 

Dengan demikian hasil dari kelima unsur pengendalian internal pada Bidang 

Pembiayaan dilakukan dengan baik dan tepat maka tujuan dari bidang tersebut 

dapat terwujud dengan maksimal. Dari kelima unsur tersebut, Bidang Pembiayaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat mencapai sasaran dan tujuannya dengan 

pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, 

pengamanan asset negara secara baik, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang 

yang berlaku. 

1) Kegiatan yang efektif dan efisien 

Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember telah 

melaksanakan dan menjalankan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) sehingga tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan 

Bidang Pembiayaan dan hasilnya sesuai dengan rencana kerja. 

2) Keandalan Pelaporan Keuangan 

Hasil pemeriksaan BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mendapatkan opini audit Wajar 

Tanpa Pengecualian untuk Tahun 2022. Pencapaian tersebut disebabkan karena 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terutama Bidang 

Pembiayaan telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik. 

3) Pengamanan Aset Negara 

Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam 

upaya pengamanan asset negara telah dilakukan dengan cara melakukan 

pengawasan berkala dan pembatasan penggunaan asset yang berisiko hilang atau 

rusak baik antar bidang maupun dalam kegiatan pelayanan. 
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4) Kepatuhan Terhadap Undang Undang 

Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember 

berusaha menaati peraturan dan prosedur hukum yang telah berlaku. Terbukti 

dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi sehingga menghasilkan 

karyawan atau pegawai yang kompeten di bidangnya. Hal tersebut bertujuan 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berakhir dengan sanksi hukum. 

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik. Bidang 

pembiayaan telah mengimplementasikan prinsip setiap komponen pengendalian 

internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehingga capaian kerja atau rencana kerja 

dapat terlaksana sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku dan 

permasalahan yang minim terjadi. 

 

f. Kelemahan-Kelemahan Lain Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember 

1) Banyaknya koperasi yang usahanya tidak berjalan sehingga koperasinya 

tidak aktif. 

2) Banyaknya koperasi dan usaha lain yang mengajukan pembiayaan KUR 

namun telat untuk melunasi bahkan tidak melunasi sehingga 

mengakibatkan kredit macet. 

3) Masih adanya usaha mikro yang belum memiliki perijinan. 

4) Masih adanya produk yang dihasilkan usaha mikro yang belum memenuhi 

standar dan sertifikasi halal. 
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g. Rekomendasi Perbaikan  

1) Meningkatkan pendampingan kepada koperasi untuk menjalankan 

kelembagaannya. 

2) Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Bidang Pembiayaan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terutama dalam 

pelaksanaan Pembiayaan KUR dengan cara membuat formulir 

permohonan pengajuan pembiayaan KUR untuk Bidang Pembiayaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. 

3) Melaksanakan sosialisasi terkait perijinan serta standarisasi produk dan 

sertifikasi halal secara menyeluruh di daerah yang sebagian besar masih 

belum memenuhi aspek tersebut. 

 

h. Produk PKN untuk Mengatasi Kendala dari Kelemahan Pencapaian Sasaran 

Bidang Pembiayaan: 

Formulir Permohonan Pembiayaan Kredit merupakan produk PKN yang 

dihasilkan yang berguna untuk proses pemberian pembiayaan kredit oleh Bidang 

Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terhadap koperasi 

atau usaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan kredit terutama pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat. Formulir Permohonan Pembiayaan Kredit berguna untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul yaitu mencegah terjadinya kredit macet atas 

pemberian pembiayaan kredit. Dengan demikian dari formulir tersebut Bidang 

Pembiayaan dapat dilakukan pemeriksaan dan verifikasi secara ketat terhadap 

koperasi atau usaha mikro yang mengajukan pembiayaan kredit dengan 

memerhatikan data usaha serta pinjaman yang ditulis dalam Formulir Permohonan 

Pembiayaan Kredit.  

Berikut adalah Formulir Permohonan Pembiayaan Kredit Bidang 

Pembiayaan sebagai produk hasil PKN :  
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BIDANG PEMBIAYAAN 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER 

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KREDIT 

Data Usaha 

Nama Usaha :    

Alamat Usaha :    

Kota :    

Kecamatan :    

No Telp/HP :    

NPWP :    

Jenis Usaha  :    

     

Nama Pemilik 

Usaha 

:    

No. 

KTP/SIM/Paspor 

:    

Alamat Pemilik 

Usaha 

:    

Kota :    

Kecamatan :    

     

Data Pinjaman 

Jumlah 

Pinjaman 

:    

Untuk 

Keperluan 

:    

Jangka waktu :  Bulan / Tahun  

     

Verifikasi Data dan Keterangan Debitur 

 

Disetujui / Tidak Disetujui Tanggal 

     

Usaha 

Seksi Fasilitasi 

Pembiayaan 

Koperasi Dinas 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Kepala Bidang 

Pembiayaan 

Dinas 

Koperasi dan 

Usaha Mikro 

Diajukan Disetujui 

 



 

 

27 

 

BAB 5 KESIMPULAN 

 

5.1 Rincian Ringkas Pelaksanaan PKN 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terutama di bagian Bidang 

Pembiayaan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bidang Pembiayaan 

di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sudah berjalan dengan 

baik, karena penerapannya telah sesuai dengan komponen-komponen dalam 

SPIP yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. 

Sistem dan prosedur pada Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Jember juga sudah cukup memadai salah satunya yaitu SOP 

pada saat akan diadakannya sosialisasi pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, didukung dengan pegawai yang kompeten sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

2. Sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang 

Pembiayaan cukup memadai, didukung juga dengan karyawan dan pegawai 

yang kompeten sehingga meminimalisir permasalahan yang terjadi. Adanya 

pemantauan atau monitoring setiap pelaksanaan pelayanan Bidang 

Pembiayaan yang berdampak pada kelancaran setiap pelaksanaan pelayanan 

tersebut. Kepala Bidang Pembiayaan juga melakukan evaluasi setiap 

pelaksanaan pelayanan Bidang Pembiayaan baik yang dilakukan oleh 

karyawan atau pegawai Bidang Pembiayaan lain maupun pelaksanaan 

pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembiayaan sendiri. Kepala 

Dinas sangat memerhatikan hasil dari aktivitas kerja yang dilakukan Bidang 

Pembiayaan dengan dilakukannya evaluasi mingguan. 
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Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait hasil pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata di atas adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kepala Bidang Pembiayaan dapat terus menjaga serta 

meningkatkan yang lebih baik lagi atas diterapkannya Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

2. Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) yang telah diterapkan pada 

Bidang Pembiayaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Jember diharapkan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi terutama 

di bagian komponen Pemantauan sehingga dalam pencapaian tujuan bisa 

lebih optimal. 

3. Perlu terus diadakannya perhatian khusus terutama dalam pengelolaan 

data koperasi dan usaha mikro yang ingin mengajukan pembiayaan KUR 

yang berakibat langsung pada proses program kerja yang telah 

direncanakan sebelumnya dan menyebabkan terjadinya kredit macet. 

 

5.2 Kendala dan Hambatan Selama Pelaksanaan PKN 

Kendala dan hambatan yang dialami penulis selama pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata yaitu pada saat membuat dan menginput informasi pegawai dalam 

Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas. Kendala lain yang dihadapi yaitu 

sulit membagi waktu sehingga menyebabkan kurang fokus dikarenakan penulis 

turut terjun di lapangan terkait dengan kegiatan sosialisasi program kerja di Bidang 

Pembiayaan yang juga berperan sebagai obyek dalam Tugas Akhir penulis. 
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